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ABSTRAK 

Evaluasi Implementasi Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan  

di Kota Administrasi Jakarta Pusat  

(Studi Kasus: Surat Keterangan (PM.1 Camat/Lurah)) 

Syukur Abdillah, Ratri Istania 

abdillahsyukur99@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta, 

 

Pemerintah Kota Administrasi Pusat membuat terobosan digitalisasi 

pelayanan administrasi pada kecamatan dan kelurahan mellaui aplikasi ePMsakti 

yang kemudian diubah menjadi PM.1 Camat/Lurah. Isu keandalan aplikasi dalam 

konteks pemenuhan standar pelayanan publik secara elektronik masih belum dapat 

mengakomodir semua standar pelayanan yang ada, salah satunya pencatatan 

Pernyataan Ahli Waris (PAW WNI) dan pengukuran kualitas pelayanan elektronik 

secara sistematis sangat dibutuhkan dalam membangun pelayanan elektronik yang 

berkualitas dalam rangka memenuhi harapan masyarakat.  Studi menggunakan 

metode penelitian campuran (mixed methods), dengan teknik pengumpulan data 

melalui angket, wawancara, telaah dokumen, dan observasi lapangan di wilayah 

Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tingkat kepuasan terhadap layanan PM.1 daring 

secara umum berada pada kategori sangat tinggi (di atas 90%), dan penilaian 

berdasarkan UEQ, aplikasi menunjukkan nilai excellent baik dari aspek kualitas 

pragmatis maupun kualits hedonis. analisis berdasarkan teori Grindle menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi layanan PS PAW daring masih terkendala oleh 

faktor konteks kelembagaan dan sumber daya. Keterbatasan otoritas Walikota 

Administrasi yang tidak memiliki kewenangan penuh sebagai kepala daerah, belum 

adanya sinkronisasi regulasi antarinstansi, serta keterbatasan kapasitas SDM di 

tingkat pelaksana menyebabkan pelaksanaan layanan belum optimal. Di sisi lain, 

masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap digitalisasi, meskipun masih 

terdapat hambatan literasi digital terutama pada kelompok usia lanjut.  

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan otoritas dan 

koordinasi lintas level pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM dan literasi 

digital masyarakat, serta pengembangan sistem aplikasi yang lebih inklusif dan 

terintegrasi. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan pendekatan adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat, layanan PM.1 Camat/Lurah daring berpotensi 

menjadi model transformasi pelayanan publik digital yang efisien, transparan dan 

inklusif di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat 

   

Kata kunci:  PM.1 Camat/Lurah, Pemerintahan Digital, Pernyataan Waris 
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ABSTRACT 

 Evaluation of The Implementation of Administrative Services at The District and 

Sub-District Levels in The Central Jakarta Administrative City 

(A Case Study: Certificate Issuance Service (PM.1 CAMAT/LURAH)) 

Syukur Abdillah, Ratri Istania 

abdillahsyukur99@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta, 

  

The Central Jakarta Administrative City Government has introduced a 

breakthrough in the digitalization of administrative services at the sub-district 

(kecamatan) and urban village (kelurahan) levels through the ePMsakti 

application, which was later transformed into PM.1 Camat/Lurah. However, the 

application's reliability in meeting electronic public service standards remains 

limited, as it has yet to fully accommodate all required service standards — one of 

which is the recording of the PAW WNI. Moreover, a systematic measurement of 

electronic service quality is crucial to ensure that digital services meet public 

expectations. This study employs a mixed-methods approach, combining 

quantitative surveys with qualitative interviews, document analysis, and field 

observations conducted across the Central Jakarta Administrative City area. The 

findings indicate that the overall satisfaction level with the PM.1 online service has 

a very high score (above 90%), and based on the User Experience Questionnaire 

(UEQ), the application scores Excellent in both pragmatic and hedonic quality 

dimensions. Analysis using Grindle’s policy implementation theory reveals that the 

success of the PS PAW online service implementation is still constrained by 

institutional context and resource factors. The limited authority of the 

Administrative Mayor, who does not hold full autonomy as a regional head, the 

lack of regulatory synchronization between agencies, and insufficient human 

resource capacity at the implementation level have hindered optimal performance. 

On the other hand, the community demonstrates strong enthusiasm for digital 

services, although digital literacy gaps—particularly among older users—remain 

a challenge. 

The study recommends strengthening institutional authority and 

intergovernmental coordination, enhancing human resource capacity and digital 

literacy, and developing a more inclusive and integrated service application 

system. With robust institutional support and adaptive approaches to citizen needs, 

the PM.1 Camat/Lurah online service has the potential to become a model of 

efficient, transparent, and inclusive digital public service transformation within the 

Central Jakarta Administrative City Government.  

   

Keywords:  PM.1 Camat/Lurah, Digital Government, Heir Statement 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang 

kehadirannya tak mungkin terelakkan (Gedeona, 2013). Pada tahun 2012 

pemerintah sudah mendorong transformasi digital layanan sebagai bentuk aksi 

nyata dari penerapan reformasi birokrasi. Hal ini disampaikan pada momen 

pelantikan Ir. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 

kedua yaitu tiga hal terkait Reformasi Birokrasi (RB) yakni: 1) Birokrasi yang 

berdampak, dirasakan langsung masyarakat; 2) RB bukan tumpukan kertas; dan 

3) Birokrasi lincah dan cepat. Dalam rangka tindak lanjut menerjemahkan 

instruksi tersebut, diterapkan empat hal reformasi birokrasi tematik. 

 Pertama RB Pengentasan Kemiskinan, dimana tata kelola birokrasi yang 

difokuskan pada besaran anggaran kemiskinan agar berdampak optimal 

terhadap angka penurunan kemiskinan. Hal ini dikemukakan saat peluncuran 

pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota. RB kedua adalah 

Peningkatan Investasi, dengan menitikberatkan pada bagaimana 

melipatgandakan investasi melalui dukungan kemudahan yang dilakukan oleh 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam bentuk indeks RB. 

 Yang ketiga adalah RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden pada 

penguatan tata kelola birokrasi merespon hal-hal mendesak sehingga dapat 

memitigasi risiko yang memiliki dampak serius kepada masyarakat seperti 

percepatan penggunaan produk dalam negeri dan penanganan inflasi. Kemudian 

yang keempat adalah RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan menerapkan 

wujud birokrasi yang tangkas dan pelayanan publik dengan berbasis pada 

budaya digital, kompetensi digital dan struktur digital untuk memudahkan 

masyarakat merupakan tujuan penerapan RB ini.  

 Pada acara kegiatan diskusi dengan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 

tahun 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) menyampaikan “digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan 

akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak 

pada peningkatan kepuasan masyarakat”. Hal ini mengacu pada Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
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2024. RB sudah tidak dikaitkan dengan delapan area perubahan salah satunya 

adalah peningkatan pelayanan publik. Namun, fokus penajaman tersebut adalah 

pada upaya percepatan, yang bertujuan untuk mempercepat realisasi birokrasi 

digital. Selain itu, ini juga mencakup kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lainnya 

yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan perlu dijamin 

kelanjutannya.  

 Pemanfaatan teknologi dalam bidang inovasi pelayanan publik seperti 

Digital Administrasi Pemerintahan (DAP) tentu tidak lepas dari Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Salah satu upaya yang dilakukan dalam RB adalah dengan 

DAP yang disebut inovasi. DAP merupakan suatu inovasi dalam kemajuan 

teknologi informasi untuk dapat menjawab tuntutan efisiensi kinerja pemerintah 

tersebut. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang 

Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dinyatakan bahwa inovasi merupakan 

sebuah terobosan dalam bentuk ide-ide kreatif orisinil dan modifikasi yang dapat 

membawa manfaat secara langsung maupun tidak untuk setiap masyarakat pada 

beberapa jenis pelayanan publik. Ada tujuh jenis inovasi di sektor publik yakni 

produk/layanan, teknologi, proses, organisasi dan manajemen, konseptual, 

pemerintahan dan institusional (Tauhid et al., 2024).  

 Inovasi teknologi menjadi inovasi yang paling banyak diterapkan pada 

sektor publik di Indonesia sekarang (Sinta Dewi et al., 2023). Salah satu 

contohnya adalah terdapat tujuh dari sebelas jenis inovasi yang melibatkan 

teknologi pada penyelenggaraan United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

Tahun 2024. UNPSA merupakan kegiatan penghargaan bidang pelayanan publik 

tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa 

(PBB). Pada ajang tersebut Provinsi DKI Jakarta mengirimkan inovasi berkaitan 

dengan DAP yakni super aplikasi JAKI. 

 Hal lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan 

mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Transformasi Digital. Salah satu penekanannya adalah 

mengintegrasikan data melalui Pusat Data Informasi (pusdatin) pada perangkat 

daerah. Pengelolaan data dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik (Kominfotik), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain yang memiliki 
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pusdatin menjadi satu data besar yang akan digunakan dalam pengambilan 

kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta. 

 Sementara itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan 

inovasi DAP dan hal ini semakin mendesak ketika terjadinya pandemi Covid-19 

awal tahun 2021. Pada periode tersebut aktivitas masyarakat, perkantoran 

termasuk pemerintahan menjadi terhambat. Salah satu dampak yang dirasakan 

adalah terganggunya pelayanan Surat Keterangan (PM.1) yang dilaksanakan 

oleh kelurahan/kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat 

karena pelayanan tersebut hanya bisa dilakukan secara luring. Pada mulanya 

dilakukan kebijakan penyediaan kotak layanan (drop box) sebagai tempat 

penampungan pengajuan dan penyerahan dokumen pelayanan namun sistem 

tersebut tidak efektif karena aturan isolasi kantor (lockdown). 

  Temuan lain dari kajian yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, 

Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (KKPP) Setko Administrasi Jakarta Pusat 

pada tahun 2020. Kualitas pelayanan di Kecamatan Sawah Besar yakni 

pelayanan PM.1 di Kecamatan Sawah Besar dan 5 (lima) kelurahannya 

memakan waktu yang lama dan tidak transparan. Salah satu penyebab masalah 

tersebut adalah belum optimalnya dukungan dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) terkait pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan yang 

belum berbasis elektronik/daring. 

 Dalam merespon permasalahan tersebut, melalui Keputusan Walikota 

(Kepwal) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kecamatan dan 

Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Secara Daring. Kepwal ini 

mencetuskan pelayanan PM.1 kelurahan/kecamatan dapat dilakukan secara 

daring dengan nama awal ePMsakti yang kemudian mengalami perubahan nama 

aplikasi menjadi PM.1 Camat/Lurah agar memudahkan masyarakat. Layanan ini 

ada sebagai bentuk transformasi digital pelayanan administrasi kecamatan dan 

kelurahan dari yang hanya bisa dilakukan secara luring menjadi 2 (dua) opsi 

yakni luring dan daring. 

  Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat 

dapat diinterpretasikan sebagai perilaku organisasi yang mencerminkan 

isomorfisme institusional. DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi tiga bentuk 

isomorfisme institusional, yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme mimesis, dan 

isomorfisme normatif. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan dianggap 

sebagai isomorfisme koersif, di mana adopsi terjadi akibat adanya tekanan, baik 
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formal maupun informal, dari organisasi lain. Tekanan ini juga dapat berasal dari 

keyakinan budaya atau regulasi masyarakat tertentu yang berlaku pada tahun-

tahun sebelumnya dan perlu dipastikan kelangsungannya. 

 Hasil yang didapat atas implementasi ini jika berdasarkan data-data 

pelayanan melalui Ketua Subkelompok Pelayanan Publik (Subkel PP) pada 

Bagian KKPP Setko Administrasi Jakarta Pusat, terdapat informasi berdasarkan 

tarikan laporan tahunan data layanan PM.1 Camat/Lurah. Pertama adalah 

aplikasi PM.1 Camat/Lurah dibuat dengan memanfaatkan platform milik 

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Ingub 28 Tahun 2021. Sehingga 

dasar hukum pembuatan dan pelaksanaannya jelas karena bersumber dari 

APBD. Yang kedua, dengan adanya pemanfaatan teknologi dapat memperbaiki 

kualitas dan produktivitas layanan. Diantara yang bisa digunakan untuk 

mengkonfirmasi adalah tersedianya data permohonan dan keluaran layanan 

seperti terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Pelayanan PM.1 Camat/Lurah 

No 
Status 

Layanan 

Periode Laporan 

1 Des 2021 s.d 

31 Des 2022 

1 Jan 2023 s.d 

31 Des 2023 

1 Jan 2024 s.d 31 

Des 2024 

1 Permohonan 

Masuk 

49.395 49.408 20.714 

2 Terbit 46.256 46.264 19.781 

3 Dalam 

Proses* 

341 346 135 

4 Tolak 2.798 2.798 798 

*Ket: Data dalam proses dapat berubah menjadi data Terbit/Tolak pada setelah 

periode pengambilan data dilakukan. 

Sumber: Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Pusat (2025, diolah) 

  Data tersebut di atas hanya menunjukkan jenis layanan daring karena 

belum adanya pengolahan data digital pada layanan luring.  Disamping itu pada 

layanan daring bisa didapatkan jumlah data tahunan cepat dan tepat. Kemudian 

bisa juga dengan melihat performa layanan sampai dengan bulan Desember 

2024 terdapat sepuluh jenis layanan terbanyak yang telah diterbitkan 

berdasarkan jumlah permohonan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.2 Jenis Layanan Terbanyak 

No Jenis Layanan Jumlah Persentase 

1 PM1 Lurah/Camat - Surat Pengantar 

Perkawinan Pertama (Umum) 

703 42,35% 

2 PM1 Lurah/Camat - Pelayanan Administrasi 

Kelurahan Surat Keterangan Umum 

574 34,58% 

3 PM1 Camat/ Lurah - Surat Keterangan 

Penunjukan Orang Yang Sama 

178 10,72% 

4 PM1 Lurah/Camat - Surat Pengantar 

Perkawinan Kedua Dan Seterusnya (Umum) 

137 8,25% 

5 PM1 Camat/ Lurah - Surat Keterangan Ghaib 

Sebagai Persyaratan Perceraian 

23 1,39% 

6 PM1 Lurah/Camat - Surat Dispensasi 

Perkawinan 

22 1,33% 

7 PM1 Camat/Lurah - Pemecahan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 

dan Bangunan 

14 0,84% 

8 PM1 Camat/ Lurah - Surat Keterangan 

Penunjukan Alamat Yang Sama 

6 0,36% 

9 PM1 Lurah/Camat - Surat Pengantar 

Perkawinan Dibawah Umur (Dibawah Usia 

19 Tahun) 

2 0,12% 

10 PM1 Camat/Lurah - Surat Keterangan 

Pendaftaran Objek Pajak Baru 

1 0,06% 

Sumber: Bagian KKPP Setko Adm. Jakarta Pusat (2025, diolah) 

  Meskipun aplikasi PM.1 Camat/Lurah memiliki frekuensi penggunaan dan 

jumlah pelayanan meningkat pada tahun kedua setelah digunakan dan menurun 

drastis pada tahun ketiga digunakan. Hal ini menarik untuk dilakukan pengujian 

sebagai kebutuhan keandalan aplikasi sebagai perbaikan skala pengukuran (jika 

diperlukan), dalam konteks aplikasi yang lebih baik yakni aplikasi yang dapat 

memenuhi seluruh standar pelayanan publik yang ada secara elektronik. Dimana 

masih ada pelayanan yang belum bisa dilakukan secara elektronik salah satunya 

adalah standar pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris Warga 

Negara Indonesia (PAW).  
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  Pentingnya pencatatan PAW tidak bisa diabaikan, melihat penjelasan 

dari DPMPTSP mengenai peran PAW. Beberapa fungsinya antara lain adalah 

sebagai pernyataan seseorang yang diakui sebagai ahli waris yang sah, menjadi 

bukti untuk mengurus tabungan atau deposito di bank, mengalihkan nama 

kepemilikan aset yang diwariskan, memberikan informasi tentang pewaris dan 

hak-hak ahli waris, melindungi harta yang diwariskan, serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang. Melihat fungsinya dibutuhkan oleh masyarakat, 

pelayanan PAW dapat menjadi potensi penyalahgunaan kepentingan oleh 

oknum petugas seperti kasus yang terjadi di Jakarta Barat pada tahun 2021. 

Kemudian jika mengacu pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala 

BPN 16/2021 bahwa PAW dibuat dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan 

camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Tentu ini 

memberatkan permohonan bagi ahli waris yang jauh tempat tinggalnya (pindah 

domisili) dengan pewaris. 

  Dari perspektif ilmu hukum, PAW merupakan dokumen keperdataan yang 

berfungsi untuk menetapkan pihak-pihak yang sah secara hukum menerima hak 

waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dokumen ini termasuk kategori 

akta di bawah tangan yang memperoleh kekuatan hukum apabila ditandatangani 

oleh seluruh ahli waris dan disahkan oleh pejabat berwenang seperti Lurah, 

Camat, atau notaris. Landasan hukumnya tercantum dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Pasal 830–1130), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171–

214), serta prinsip pengakuan hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945. PAW memiliki nilai pembuktian formil sebagai alat bukti 

tertulis yang memberikan kepastian hukum (rechtssicherheit) bagi para ahli waris 

dalam pengurusan hak-hak keperdataan seperti sertifikat tanah, rekening bank, 

atau aset lainnya. Dengan demikian, secara hukum, surat ini menjadi instrumen 

penting yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak waris 

dan legitimasi hukum formal dalam sistem perdata nasional. 

  Sementara itu, dari perspektif administrasi publik, PAW juga merupakan 

bagian dari pelayanan publik administratif yang harus diselenggarakan secara 

transparan, akuntabel dan berlandaskan asas-asas pemerintahan yang baik. 

Dalam hal ini, pejabat publik seperti Lurah atau Camat berperan sebagai otoritas 

administratif yang memvalidasi identitas dan kebenaran hubungan hukum antara 

pewaris dan ahli waris. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 huruf a dan c yang 
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menekankan pentingnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan, serta Pasal 

15 yang menegaskan asas pelayanan seperti kepentingan umum, keterbukaan, 

akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, melalui Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1), mengatur 

bahwa setiap pejabat wajib melaksanakan kewenangan berdasarkan hukum dan 

asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks reformasi birokrasi, 

peneliti berargumen bahwa pengesahan PAW jika diintegrasikan ke dalam 

sistem layanan digital seperti aplikasi PM.1 Camat/Lurah, dapat mempercepat 

proses pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, 

PAW tidak hanya bernilai legal secara keperdataan, tetapi juga berfungsi sebagai 

instrumen tata kelola pemerintahan yang memperkuat integrasi antara kepastian 

hukum dan efektivitas pelayanan publik. 

  Lebih lanjut dari jumlah penggunaan aplikasi PM.1 Camat/Lurah, dapat 

ditinjau persepsi masyarakat dan harapan yang sebenarnya akan aplikasi 

tersebut. Apakah masyarakat yang ada di kelurahan merasakan manfaat secara 

langsung dari aplikasi tersebut. Sehingga alasan bahwa aplikasi PM.1 

Camat/Lurah telah memenuhi kebutuhan layanan masyarakat kelurahan. 

  Peran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pemberi 

layanan sangat perlu memperhatikan pada kondisi ini. Fokusnya terkait 

keandalan dari para aparat dalam mengelola dan menyediakan pembaharuan 

layanan yang lebih inovatif, serta efisiensi dari keberadaan aplikasi tersebut bagi 

masyarakat. Hal-hal pengelolaan berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan 

waktu pemberian layanan, penanganan aduan/masalah tanpa adanya 

hambatan, serta kemudahan pengguna dalam pengoperasian aplikasi kapanpun 

dan dimanapun.  

  Pada kenyataan di lapangan, aparatur kelurahan masih menyediakan 

pojok layanan bagi masyarakat yang belum bisa menggunakan aplikasi PM.1 

Camat/Lurah. Ini merupakan hal yang kontra produktif dari sebuah layanan 

tentang tujuan efisiensi. Ini tentang hal-hal yang berkaitan akan kemudahan 

penggunaan aplikasi produk pelayanan yang dibutuhkan dengan upaya minimal, 

serta kesesuaian antara informasi yang disajikan pada situs tersebut dengan 

realitanya. 

  Peneliti menemukan bahwa kebutuhan aplikasi PM.1 Camat/Lurah untuk 

dapat diketahui kualitas penerapannya melalui teori impelemtasi Grindle (1980) 

serta persepsi masyarakat tentang aplikasi melalui enam indikator teori Martin 
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Schreep (2019) yaitu model User Experience Questionnaire (UEQ). Kedua model 

ini dapat bertindak sebagai pengukur kualitas pelayanan elektronik secara 

sistematis dan menjadi dasar penting dalam membangun pelayanan elektronik 

yang berkualitas dalam memenuhi harapan masyarakat. 

  Dalam penelitian ini, kedua model menjadi fokus utama dalam upaya 

untuk menginvestigasi permasalahan berupa kesenjangan antara persepsi dan 

harapan masyarakat selaku pengguna aplikasi PM.1 Camat/Lurah dengan 

ketersediaan layanan melalui platform luring dan daring. Dengan melakukan 

perbandingan dari kedua nilai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu 

mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi prioritas untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan elektronik, untuk memenuhi persepsi masyarakat utamanya 

pelayanan yang belum bisa dilakukan secara elektronik seperti PAW WNI. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi tentang 

permasalahan yang ada. Pertama adalah isu keandalan aplikasi dalam konteks 

pemenuhan standar pelayanan publik secara umum, utamanya secara 

elektronik. Peneliti bermaksud untuk mengangkat isu tentang pentingnya 

pelayanan PAW WNI dapat juga dilakukan secara daring sebagai wujud 

percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan. Peneliti berargumentasi 

bahwa semua standar layanan yang diberikan seharusnya sama tidak bersifat 

diskriminatif. 

Masalah kedua adalah terdapat pelayanan daring masih dilakukan di 

kantor-kantor kelurahan kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi pengukur 

kualitas pelayanan elektronik secara sistematis dan menjadi dasar penting dalam 

membangun pelayanan elektronik yang berkualitas dalam memenuhi harapan 

masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul “Evaluasi Implementasi 

Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta 

Pusat (Studi Kasus: Surat Keterangan (PM.1 Camat/Lurah))”. 

C. Rumusan Permasalahan 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan luring maupun daring 

PM.1 Camat/Lurah di lapangan, terutama layanan PAW WNI? 
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2. Bagaimana kesenjangan antara persepsi masyarakat terhadap layanan luring 

maupun daring PM.1 Camat/Lurah di lapangan, terutama layanan PAW WNI? 

3. Bagaimana rumusan strategi mengoptimalkan layanan PM.1 Camat/Lurah di 

lapangan, utamanya layanan PAW WNI? 

D. Tujuan Penelitian  

 Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui nilai persepsi masyarakat terhadap layanan luring maupun daring 

PM.1 Camat/Lurah di lapangan, terutama layanan PAW WNI? 

2. Mengetahui kesenjangan antara persepsi masyarakat terhadap layanan luring 

maupun daring PM.1 Camat/Lurah di lapangan, terutama layanan PAW WNI? 

3. Mengetahui rumusan strategi mengoptimalkan layanan PM.1 Camat/Lurah di 

lapangan, utamanya layanan PAW WNI? 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dilihat 

pada dua aspek, yakni: 

1. Manfaat Praktis: 

a. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki kajian yang 

komprehensif untuk meneruskan/merumuskan persepsi masyarakat 

sebagai pengguna terhadap kinerja PM.1 Camat/Lurah di lapangan. 

b. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat mengadopsi kinerja 

suatu sistem sebagai evaluasi atas kesenjangan antara persepsi 

masyarakat terhadap kinerja PM.1 Camat/Lurah dengan aturan tentang 

tugas dan fungsi Camat/Lurah, termasuk diantaranya tentang pelayanan 

pernyataan waris. 

2. Manfaat Akademis: 

 Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan 

pemikiran berbasis riset tentang bagaimana Evaluasi implementasi sebuah 

sistem digitalisasi pada pelayanan administrasi publik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Hasil dari survei kuantitatif yang dilakukan melalui UEQ dan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan bahwa aplikasi PM.1 

Camat/Lurah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjalan dengan 

baik secara empiris. Di tingkat kecamatan, skor untuk kualitas pragmatis dan 

hedonis berada dalam kisaran 1,89 hingga 1,90 dengan reliabilitas antara 

0,98 sampai 0,99, sedangkan di tingkat kelurahan meningkat menjadi 2,77 

dengan reliabilitas 0,96. Temuan dari SKM menguatkan hasil ini dengan 

tingkat kepuasan masyarakat sebesar 91,24 untuk kecamatan dan 96,35 

untuk kelurahan. Secara keseluruhan, masyarakat menilai bahwa sistem 

PM.1 Camat/Lurah menawarkan kemudahan, jelas dalam alur, serta 

meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Dalam kerangka teori 

Creswell (2014), hasil ini mencerminkan tahap awal dimana data kuantitatif 

menggambarkan pola umum fenomena yang akan dijelaskan lebih 

mendalam melalui tahap kualitatif. 

 Kaitan dengan pertanyaan penelitian bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap layanan luring maupun daring PM. 1 Camat/Lurah di 

lapangan, terutama layanan PAW WNI? data kuantitatif menunjukkan 

respons positif terhadap digitalisasi layanan publik. Namun, pendekatan 

kualitatif mengungkapkan bahwa tingginya kepuasan ini belum sepenuhnya 

mencerminkan kemandirian masyarakat dalam menggunakan sistem digital. 

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengguna masih menghadapi kendala teknis, terutama dalam proses 

unggah dokumen, pembuatan akun dan pemahaman mengenai istilah 

layanan. Akibatnya, banyak warga yang lebih memilih untuk datang 

langsung ke kantor kelurahan guna mendapatkan bantuan dari petugas. 

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap 

layanan daring bersifat ambivalen: mereka mengakui manfaat efisiensi, 
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tetapi tetap memerlukan interaksi langsung agar merasa aman dan yakin 

terhadap hasil layanannya. 

 Pertanyaan kedua tentang bagaimana kesenjangan antara persepsi 

masyarakat terhadap layanan luring dan daring PM. 1 Camat/Lurah di 

lapangan, khususnya layanan PAW WNI?. Dapat dijelaskan melalui temuan 

kualitatif yang menunjukkan adanya implementation gap antara kebijakan 

digital yang dirancang dan praktik yang terjadi di lapangan. Meskipun SKM 

menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, indikator “mekanisme dan 

prosedur” mendapatkan skor lebih rendah, yakni 89,34. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sistem digital belum sepenuhnya dapat diakses 

oleh masyarakat yang memiliki literasi digital rendah. Dalam pandangan 

Creswell & Plano Clark (2018), tahap kualitatif digunakan menjelaskan lebih 

lanjut temuan kuantitatif melalui konteks sosial yang lebih detil. Data di 

lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar warga yang berusia lanjut 

atau memiliki pendidikan menengah ke bawah cenderung lebih memilih 

layanan luring karena merasa kurang percaya diri dalam mengoperasikan 

aplikasi daring. Oleh karena itu, kehadiran “pojok layanan” di setiap 

kelurahan muncul sebagai inovasi sosial yang bertujuan untuk menutup 

kesenjangan ini. 

 Dari sisi kelembagaan, pejabat pemerintah kota menjelaskan bahwa 

keberadaan pojok layanan merupakan strategi untuk transisi menuju 

layanan digital yang lebih matang. Hal ini konsisten dengan teori Grindle 

mengenai konteks implementasi kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh 

faktor sumber daya, koordinasi antaraktor dan dukungan politik. Pemerintah 

Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang secara struktural berada di bawah 

koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki batasan otonomi 

dalam penetapan kebijakan. Namun, adanya kolaborasi antar level 

pemerintahan dan komitmen untuk mendukung pelayanan digital 

menunjukkan bahwa unsur manusia dan kelembagaan memiliki peran 

penting dalam keberhasilan implementasi. Dengan kata lain, tingginya 

kepuasan masyarakat bukan hanya hasil dari kualitas teknologi yang 

ditawarkan, tetapi juga karena kehadiran aparatur publik yang aktif berperan 

sebagai fasilitator di lapangan. 
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 Menjawab pertanyaan yang ketiga, tentang strategi untuk 

mengoptimalkan layanan PM. 1 Camat/Lurah di lapangan, khususnya bagi 

layanan PAW WNI. Pertama, diperlukan peningkatan literasi digital 

masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan dan pelatihan yang berpusat 

pada komunitas agar individu dapat memanfaatkan sistem online secara 

mandiri. Kedua, penguatan kapasitas aparat kelurahan sebagai fasilitator 

digital merupakan aspek krusial untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan. 

Ketiga, perbaikan antarmuka aplikasi PM. 1 agar lebih ramah terhadap 

pengguna, dengan menyediakan panduan visual dan penggunaan bahasa 

yang mudah dimengerti, terutama untuk layanan yang lebih rinci seperti 

PAW WNI yang mengaitkan pada aspek keperdataan dan hukum agama. 

Strategi ini mencerminkan prinsip yang mana data kualitatif menjadi dasar 

dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan aplikatif berdasarkan informasi 

empiris. 

 Melalui pendekatan yang integratif, penelitian ini memberikan 

pemahaman yang holistik tentang efektivitas digitalisasi layanan publik. Data 

kuantitatif mengungkapkan bahwa masyarakat telah merespons positif 

terhadap sistem PM.1 Camat/Lurah, sementara aspek kualitatif menyoroti 

tantangan dalam adaptasi sosial dan kelembagaan yang masih perlu 

diperkuat. Penggabungan dua tahap ini menciptakan pemahaman lebih 

dalam tentang keterkaitan antara angka dan konteks sosial, yaitu bahwa 

keberhasilan dalam digitalisasi tidak hanya diukur dari indikator kinerja 

sistem, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat terlibat dan merasa 

bahwa layanan yang mereka peroleh adalah adil. 

 Secara umum, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan digitalisasi PM. 1 Camat/Lurah di Jakarta Pusat telah mencapai 

hasil memuaskan dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 91,24 untuk 

kecamatan dan 96,35 untuk kelurahan, namun kesenjangan dalam literasi 

dan kebutuhan akan pendampingan masih sangat terasa. Dalam perspektif 

teori Creswell dan Grindle, hasil ini menunjukkan bahwa suksesnya 

kebijakan publik tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga 

pada kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan 

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, 
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dukungan dari institusi dan desain sistem yang inklusif adalah kunci untuk 

mewujudkan pelayanan publik digital yang efektif, adaptif dan berkeadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Implementasi pada 

Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi 

Jakarta Pusat (Studi Kasus: PM.1 Camat/Lurah), maka terdapat beberapa 

saran yang dapat ditujukan bagi dua kelompok utama, yaitu: 

1. Praktisi  

a. Pertama, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu 

memperkuat literasi digital masyarakat melalui kegiatan sosialisasi 

rutin, pelatihan komunitas, serta penyediaan materi panduan yang 

mudah diakses dalam berbagai format (video, infografis, dan 

panduan cetak). 

b. Kedua, memberikan pelatihan teknis dan soft skills pelayanan 

kepada aparatur kelurahan sebagai fasilitator digital untuk dapat 

mendampingi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses 

daring, terutama dalam layanan PAW WNI. 

c. Ketiga, perbaikan antarmuka aplikasi PM.1 perlu dilakukan dengan 

prinsip user-centered design, yakni menyesuaikan tampilan dan 

bahasa dengan tingkat literasi pengguna agar sistem menjadi lebih 

inklusif. 

d. Keempat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu 

mempertahankan dan mengembangkan “pojok layanan” di setiap 

kelurahan sebagai sarana transisi menuju pelayanan digital yang 

sepenuhnya mandiri. 

e. Kelima, untuk memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan 

dalam keterbatasan otonomi di tingkat kota, diperlukan Keputusan 

Gubernur dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan PM.1 

Camat/Lurah sebagai pengganti Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah DKI Jakarta yang sudah tidak 

lagi relevan dengan kondisi saat ini. Peraturan tersebut sudah tidak 
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sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja kecamatan/ 

kelurahan serta tidak dapat mengakomodir kebutuhan standar 

pelayanan masyarakat yang semakin kompleks seperti sekarang ini 

diantaranya urusan PAW. 

2. Akademisi 

Temuan penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan digital 

dalam konteks pemerintahan daerah. Oleh karena itu: 

a. Pertama, akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar 

untuk mengembangkan model evaluasi integratif yang 

menggabungkan pendekatan UEQ dengan kerangka SKM, sehingga 

menghasilkan alat ukur yang lebih komprehensif terhadap kualitas 

layanan publik digital. 

b. Kedua, penelitian lanjutan disarankan untuk memperdalam aspek 

adaptasi sosial terhadap inovasi digital, dengan fokus pada kelompok 

masyarakat rentan seperti warga lanjut usia dan berpendidikan 

rendah yang mengalami hambatan dalam literasi digital. 

c. Ketiga, pendekatan teori Grindle (1980) dan Creswell (2018) dapat 

terus dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara 

struktur birokrasi, sumber daya dan konteks sosial memengaruhi 

keberhasilan digitalisasi kebijakan publik. 

d. Keempat, kajian mendatang juga dapat menguji efektivitas intervensi 

berbasis komunitas, seperti pelatihan literasi digital atau model 

fasilitator kelurahan, untuk melihat sejauh mana program tersebut 

mampu menutup kesenjangan digital di tingkat akar rumput. 
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